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ABSTRAK
Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa
sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari
pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa Tatelu Satu dalam
pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam
membuat  kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang
digunakan. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala
desa itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan
utama, serta masyarakat desa sebagai informan pelengkap, dengan metode
penelitian deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat
keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang
telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang
dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa
melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan
non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok
tani, pemuda dan ibu rumah tangga.

Kata kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat
jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat
1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan
Desa selalu bersipat top down dan sektoral dalam perencanaan serta
implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah
pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan
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disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang
menjadi permaslahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi
di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat. Berkaitan
dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata
sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan
sudah sewajarnya difokuskan di didesa sebagai upaya mengatasi kemiskinan,
Pembangunan selama ini, lebih banyak di arahkan di kota, hal ini menyebabkan
aktivitas perekonomian, berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadinya
migrasi dari desa ke kota. Masyarakat desa dengan segala keterbatasan pindah ke
kota mengadu nasib dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan besar di
kota. Disisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh,
infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang
usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi
untuk sekolah dasar saja, Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi
masyarakat desa untuk merubah nasibnya, yaitu dengan merantau ke kota.

Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai aktivitas
penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang
diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi
pembangunan desa yang tepat dan teritegrasi. Fakta lain memperlihatkan
ekploitasi sumber daya alam di desa secara besar-besaran, dengan tidak
mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat,
dengan alasan kemampuan rendah dari masyarakat setempat, menyebabkan
kerusakan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kondisi lingkungan menjadi
rusak, demikian juga terjadi trasformasi kultur secara negatif, sebagai akibat
masuknya para pendatang baru yang menyebabkan strategi pembangunan dalam
mengatasi kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam
kebijakan pembangunan berkelanjutan yang secara sadar merubah pola konsumsi
masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumber
daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang,
berdasarkan hasil survey awal peneliti menemukan fenomena-fenomena bahwa:
pertama, sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat
menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa.
Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan
memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer,
sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut. Ketiga,
sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan
kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan
desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari
Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama lain yang
menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Disisi lain Anggaran yang
disediakan/dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari
Nasional, cenderung bersifat proyek yaitu hanya bersifat sesaat dan berdampak
pada golongan tertentu saja di desa. Keempat, perencanaan yang disusun,
walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, yaitu dari Musrenbangdes,
Musrenbangda, tetap tidak menujukan suatu streamline yang jelas serta tidak
menujukan keterpaduan program, bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan,
usulan dari desa sejak di awal diskusi pada Musrenbangcam telah terelementasi.



Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih
seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi
rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga
dengan memformulasikan suatu program yang bersifat charity, dianggap telah
memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar. Belum terlihat adanya suatu
pemahaman yang menunjukan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan
Nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus
ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan Nasional.
Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten,
menyebabkan  terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan
mengimplementasi kebijakan Pemerintah desa terhadap upaya Pembangunan desa
hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah kabupaten
minahasa yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pembangunan di desa yang
acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selain fenomena umum yang diuraikan tersebut, secara khusus peran
pemerintah desa yaitu kepala desa (Hukum Tua) belum Nampak dan jelas, peran
dimaksud adalah: peran kepala desa sebagai suatu kebijakan, yang membuat
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, kebijakan tersebut
seharusnya dituangkan dalam peraturan desa sehingga jelas pengalokasian
anggarannya, namun sesuai dengan pengamatan peneliti sepanjang tahun 2015
pelaksanaan pembangunan desa yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan
belanja desa hanyalah tidak lebih dari sepuluh persen dari total anggaran yang
digunakan untuk merenovasi kantor desa, hal ini mengindikasikan bahwa peran
kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya maksimal, hal
yang selanjutnya adalah peran sebagai suatu strategi, yang dimaksud strategi
disini adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan kepala desa dalam
pelaksanaan pembangunan, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tentunya
tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran dalam bentuk
strategi yang dilakukan oleh kepala desa belum mampu menggerakkan partisipasi
masyarakat, baik partisipasi dalam bentuk tenaga, materi, uang, dan lain
sebaginya, mengingat desa Tateli Satu adalah desa yang terletak bersebelahan
dengan kota manado, dimana gaya hidup masyarakat kota mulai mempengaruhi
kehidupan masyarakat yang ada di desa Tateli Satu.

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah-masalah penelitian, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran kepala desa dalam
pelaksanaan pembangunan di desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten
Minahasa? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran
kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan
Mandolang Kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Purwadaminta (1976:161) dalam Kamus Bahasa Indonesia
menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang
diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain
utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam



sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan,
peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, selanjutnya Suharto (2006:32), mengemukakan
beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut
paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat
dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan
bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat
(public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan
kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan
baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat
komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan
masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini
dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani
masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah
masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan
responsible, peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan
sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha
pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi
persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian
dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan
(biasess), peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai
upaya ‘“mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya
perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan
perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) terhadap
sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007:37). Analisis
terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu
ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan
adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan
seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran
tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan
perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai
pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi
dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan
masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa
peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang
melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia
telah melakukan sebuah peranan. Pemerintah berasal dari kata perintah yang
berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai
perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah
(Kencana, 2001:17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan
yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu
rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu
yang dikehendaki (Muhadam, 2007:28). Sedangkan definisi lain mengartikan
bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Harbani,
2008:92).



Konsep Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan
desa, disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa
tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala
Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk
desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja
menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya
hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-
orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-
orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang
berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung
jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat
instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan
di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa.
Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh
Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja (2003:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa
dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu
berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai
kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai
tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya
kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan
masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di
bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan
dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan
bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat
istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa
mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan
peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan
mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan
ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina
perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa



hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2003:28) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan
Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang
dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai
perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat
desa.

Konsep Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya
adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih
baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para
ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan.
Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang
lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.
Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan
proses untuk melakukan perubahan (Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007:15), untuk
lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa
ahli.

Siagian (2008:21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai
suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building), sedangkan Beratha
(1991:36) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu
proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara
terencana.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,
pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Affandi, 1996:49). Portes
(dalam Affandi, 1996:50) mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi
ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T.
Tikson (dalam Affandi 1996:50) bahwa pembangunan nasional dapat pula
diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui
kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu
usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat
dalam jangka panjang (Bintoro, 1978:13), dengan demikian, proses pembangunan
terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik,
yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari
pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan
diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan
adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar
dan terencana (Trijono Lambang, 2007:73).

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai
pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam
pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan
(extention education) dan pembangunan masyarakat (community development).
Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan



tersebut secara menyekuruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan

prinsip—prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya

dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan
menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan
masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal

(daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok

masyarakat (Daldjoeni, 2004:119).

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap
pembangunan. Siagian (2008:127), mendefiniskan pembangunan sebagai upaya
untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.
Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu:

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik
individu maupun kelompok.

b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, kemerataan dan
kesejahteraan.

c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk
membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya
kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan
memilih dan kekuasaan memutuskan.

d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan
Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembanunan untuk menghasilkan

rencana—rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat perbedanya dari segi jangka waktu

rencana (Tjokrowinoto, 2007:75), yaitu:

1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun
keatas.

2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3
sampai dengan 8 tahun.

3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai
dengan 2 tahun.

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya
mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana
perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka
waktu yang panjang. Namun pada kenyataanya, tujuan dan sasaran luas tersebut
harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu
kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Trijono, 2007:50).
Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar
perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur
kinerjanya.

Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakan
landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah—masalah yang harus
diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan
dalam jangka pendek.



Menurut Suharto Edi (2006:126) dalam bukunya yang berjudul
Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat, pengertian daerah berbeda—
beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga
pengertian yaitu:

a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di
daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat—sifat yang
sama. Kesamaan sifat—sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan
perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam
pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu
atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.

c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu
administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan
sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu
Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya—sumberdaya yang ada dan
bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu
pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan
sumberdaya—sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya—
sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian
daerah. Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di
daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu
dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat
secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk
memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan
sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan,
prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri
pokok pembangunan daerah adalah:

a. Meliputi seluruh aspek kehidupan

b. Dilaksanakan secara terpadu

c. Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan
jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan
proyek—proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah
mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui
tahap—tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian
pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara
pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program
sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di
seluruh Indonesia (Hikmat, 2001:64)

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan
pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa
pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong—gorong, kebun
percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain—lain. Sedangkan pembangunan non



fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan,
penyuluhan tentang hidup sehat dan lain—lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan
memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang
berkenaan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2010:31) khususnya tentang
peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tateli Satu
Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Informan yang dilibatkan
merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi
latar belakang penelitian (Koentjaraningrat, 1991:69). Adapun rincian informan
yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa 1 orang

2. Sekretaris Desa dan Aparat Desa 4 orang

3. Kepala Jaga 2 orang

4. Tokoh dan warga masyarakat 5 orang

Fokus dalam penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pelaksanaan
pembangunan di Desa Tateli Satu, berdasarkan teori peran yang dikemukakan
oleh Suharto (2006:32), yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan
pembangunan.

2. Peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk
pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan dukungan/partisipasi dari
masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat
untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan
keputusan pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya
dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data
primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara
maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data
yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan
penelitian (Koentjaraningrat, 1991:37).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan

maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti
atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek
penelitian.

b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini
dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk
memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-
undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal
pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten
Minahasa.



Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data
yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan.
Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh
dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang
maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian
(Sugiyono, 2008:88). Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai
tahapan yang meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian
data). Data yang ditelah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian
naratif, sehingga data tersebut benar-benar dipahami, dan conclution drawing
(penarikan kesimpulan).

PEMBAHASAN

Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di
wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan
penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan
sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja Kepala
Desa dalam mempengaruhi  masyarakatnya untuk turut serta di dalam
pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Seperti hasil wawancara dengan kepala desa bahwa: untuk pembangunan
yang ada sudah meningkat, mengingat di sini bisa dikatakan semi perkotaan,
karena secara geografis tidak jauh dengan kota manado. Kondisinya sangat
kompleks dan profesi warga cukup beragam, walaupun demikian peran kepala
desa tetap sangat penting. Kepala Desa sangat berperan, tetap melakukan
pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga
terus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan buka ruang yang sebebas-
bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan desa.

Kemudian ditambahkan oleh oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa
Desa Tateli Satu yang mengatakan: desa Tateli Satu adalah desa yang
penduduknya heterogen dimana memberikan tantangan tersendiri buat kami
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk sektor
pembangunan kami sebagai komponen pemerintah desa, hanya bisa mengusulkan
berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami pastikan
karena semua tergantung dari dana atau anggaran yang diberikan untuk desa oleh
pemerintah kabupaten. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas
menunjukkan lokasi yang menjadi pelaksanaan pembangunan.

Hal di atas menunjukkan peranan Kepala Desa dalam hal pembangunan
fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan/anggaran dari
pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan
pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam
kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan Kepala Desa mempunyai
aparatur yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah desa
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya
masyarakat dalam bidang wirausaha mengingat wilayah di Desa Tateli Satu
adalah berpotensi di bidang wirausaha dan perdagangan yang merupakan pusat
perekonomian di wilayah Kecamatan Mandolang sehingga masyarakat di sini
terutama pemuda yang banyak mengadopsi gaya hidup mewah di perkotaan dan
malas bekerja kasar.

Di Desa Tateli Satu terlihat adanya kunjungan yang sifatnya tidak resmi
oleh Kepala Jaga yang didampingi oleh seorang aparat desa. Ini merupakan
adanya keserasian akan makna pembangunan yaitu usaha meningkatkan harkat
martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti
memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan
dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Pemerintah Desa melalui Hukum Tua Tateli Satu benar-benar telah
melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan
peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang
bersifat non fisik. Bahkan Kepala desa dan aparatnya dengan caranya sendiri
untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan
kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang
perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain:
meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan
dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas
jejaring komunikasi dan silaturrahmi antar warga mengingat kegiatan yang
dilaksanakan terpusat di kantor desa. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah
kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan.

Kepala desa beserta aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu
dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala Desa selalu bersikap transparan
baik masalah pambangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini
sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa dan desa. Hampir semua
bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh aparat desa bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal
namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan
warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari kepala lingkungan dan ketua
lembaga pemasyarakatan selalu hadir di kantor Desa Tateli Satu, kemudian
informasi disosialisasikan kesemua warga. Kalau ada hal yang perlu
disosialisasikan kepada warga, itu akan akan cepat diserap oleh warga baik itu
berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan
pemberitahuan di mesjid yang diupayakan oleh kepala lingkungan.

Berdasarkan dari berbagai uraian mengenai hasil wawancara dalam
penelitian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan
itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat desa, serta kurangnya
sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk
memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan, dengan
beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kenerja aparat desa dalam
pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung
peran Kepala Desa dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain
partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang



berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya
pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat desa dalam mendukung
pembangunan.

Jadi dapat diuraikan ada faktor yang berpengaruh dalam peranan Kepala
Desa dalam pembangunan di Desa Tateli Satu yaitu faktor pendukung dan faktor
penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: Faktor
Pendukung, sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai
pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala
desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab
dengan mengetahui kondisi mastarakat yang sebenarnya maka dapat diambil
langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika
pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu
kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini senada
dengan hasil wawancara pada bagian sebelumnya yaitu: kondisi penduduk Desa
Tateli Satu yang cukup beragam ini harus diperhatikan oleh Kepala Desa dalam
menjalankan tugasnya. Warga yang berprofesi sebagai pebisnis yang serba sibuk
dengan urusan bisnisnya tentu maunya tau beres saja dengan urusan desa dan
sangat sulit untuk didapatkan partisipasinya secara langsung dengan memberi
tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di desa tapi mereka siap memberi
bantuan dalam bentuk materi jika. Begitupan kalau warga adalah seorang petani
dengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti sulit untuk
diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam
pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka semua
siap menjalankan apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah .

Faktor Penghambat, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya
fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan
yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor
desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat
dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai
kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokrasi dalam pembangunan
dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan
atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya.
Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah
demi terselenggaranya pembangunan.

Sarana perhubungan di wilayah Desa Tateli Satu terlihat kurang memadai,
ini masih dikeluhkan oleh Kepala Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih
ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM,
tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah
belum diadakan. Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan
adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/desa yang tersedia
masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya
merupakan kebtuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan
kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya.
Berdasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun
berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang
merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat,
selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.



PENUTUP
Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah peran Kepala Desa dalam
pembangunan di Desa Tateli Satu dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan
yang intensif dari pihak aparat pemerintahan desa termasuk Kepala desa beserta
jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Jaga yang merupakan tokoh
masyarakat di daerahnya, kepala desa berkewajiban mendampingi semua
pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrembang di tingkat desa.
Karena anggaran yang diperlukan untuk pembangunan desa, sebagian besar
merupakan pemberian dari pemerintah kabupaten, peran kepala desa dalam
pembangunan di desa Tateli Satu ditentukan oleh hal-hal yang menyangkut
partisipasi masyarakat, kerjasama antar sesama perangkat, ketersediaan sarana dan
prasarana desa, dan kualitas sumber daya aparat desa.

Saran

Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan upaya maksimal untuk
merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna
mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua
warga masyarakat Desa Tateli Satu, diharapkan Kepala desa tetap membuka ruang
kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya, dan untuk aparat
Kepala Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi
terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan, dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat
pemerintah Desa Tateli Satu yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan
studi ke jenjang lebih tinggi dan mangupayakan penguasaan keterampilan (skill)
yang handal.
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